
 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN  MINAHASA UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2025 

  

 TENTANG 
 

      BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN MINAHASA UTARA 

 

               KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA 

 
   

Menimbang         a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan 

Refonnasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Minahasa Utara adalah penegakan 

integritas dan mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas; 

b. bahwa sebagai upaya percepatan  

pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, 

diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk 

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani; 

c.  bahwa salah satu komponen dalam Zona 

Integritas adalah Manajemen Perubahan yang 

bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) 

serta budaya kerja (culture set) individu pada 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Uara secara sistematis dan konsisten sesuai 

dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona 

Integritas; 

 

 

 



 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang 

Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Minahasa Utara; 

Mengingat   1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

3.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

10 Tahun 2011 tetang Pedoman Pelaksanaan 

Program Manajemen Perubahan; 

 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan 

Budaya Kerja {Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 751); 

   6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah sebagairnana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentan 

Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 



Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

 7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(Berita NegarI IRepublik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 442); 

 8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Perilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria t Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 



 

                     MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA 

UTARA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA UTARA. 

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA    : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

KETIGA      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

          Ditetapkan di Airmadidi   

      pada Tanggal 22 September 2025 

KETUA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MINAHASA UTARA, 

TTD 

HENDRA S. LUMANAUW 

 

 
  


